
 
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 52 TAHUN 2002  

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM 

MODAL SAHAM PT DIRGANTARA INDONESIA, PT PAL INDONESIA, 

PT PINDAD, PT DAHANA, PT KRAKATAU STEEL, PT BARATA INDONESIA, 

PT BOMA BISMA INDRA, PT INDUSTRI KERETA API, PT INDUSTRI 

 TELEKOMUNIKASI INDONESIA DAN PT LEN INDUSTRI DAN PEMBUBARAN 

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) 

PT BAHANA PAKARYA INDUSTRI STRATEGIS 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

serta mengembangkan kegiatan usaha PT Dirgantara 

Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT 

Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, 

PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia 

dan PT LEN Industri, dipandang perlu melakukan penyertaan 

modal Negara ke dalam modal saham perseroan-perseroan 

dimaksud; 

  b. bahwa kekayaan Negara yang berasal dari pengalihan saham 

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bahana Pakarya Industri 

Strategis pada perseroan-perseroan tersebut dalam huruf a 

kepada Negara, dapat ditetapkan sebagai penyertaan modal 

Negara ke dalam modal saham perseroan-perseroan tersebut; 

  c. bahwa dengan penyertaan modal Negara pada 

perseroan-perseroan tersebut, Perusahaan Perseroan 

(PERSERO) PT Bahana Pakarya Industri Strategis tidak lagi 

menjadi perusahaan induk dari perseroan-perseroan tersebut 

pada huruf a, dan keberadaan Perusahaan Perseroan 

(PERSERO) PT Bahana Pakarya Industri Strategis dipandang 

tidak lagi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

35 Tahun 1998, sehingga dipandang perlu untuk dibubarkan; 

  d. bahwa penyertaan modal Negara ke dalam modal saham 



perseroan-perseroan tersebut pada huruf a dan pembubaran 

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bahana Pakarya Industri 

Strategis perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana 

telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang 

Dasar 1945; 

  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang 

Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); 

  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang 

Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4101); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang 

Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri 

Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan 

Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada 

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4137); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PT DIRGANTARA 

INDONESIA, PT PAL INDONESIA, PT PINDAD, PT DAHANA, PT 

KRAKATAU STEEL, PT BARATA INDONESIA, PT BOMA BISMA INDRA, 

PT INDUSTRI KERETA API, PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI 

INDONESIA DAN PT LEN INDUSTRI DAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN 

PERSEROAN (PERSERO) PT BAHANA PAKARYA INDUSTRI 

STRATEGIS. 

 


